BAB IV
ANALISIS KRITIS KONSEP WAKTU PENGHITUNGAN NISAB ZAKAT
PERTAMBANGAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANJAR NOMOR: 07/KEP/KF-
MUI/VIL2023 TENTANG HUKUM ZAKAT PERTAMBANGAN

A. Analisis Kritis Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambangan

Sejalan dengan garis tuntunan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar
umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya. Maka dalam
kewajiban zakat, penetapan harta yang menjadi sumber atau objek zakat pun
terdapat beberapa syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi sepenuhnya, apabila
harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, sebagai contoh
misalnya harta seorang muslim itu belum mencapai nisab, maka harta tersebut
belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun
demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat
dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau
sedekah.!?® Infak dan sedekah juga sangat dianjurkan kepada setiap muslim,

sebagaimana firman-Nya dalam QS Ali ‘Imran/3: 133-134.
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Artinya:

Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya
(seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa,
(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit,
orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang

126Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hlm. 18.
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memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat
kebaikan.

Kewajiban zakat dikenakan atas harta jika harta tersebut telah mencapai
suatu ukuran tertentu yang disebut dengan nisab, yaitu jumlah minimal suatu harta
yang menjadi wajib untuk dizakati. Sebagai contoh misalnya nisab zakat emas
adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak berupa kambing adalah 40 ekor dan nisab
zakat hewan ternak berupa unta adalah 5 ekor dan lain sebagainya.'?’

Jumhur ulama sepakat bahwa setiap harta mempunyai jumlah minimal yang
membuat wajib untuk dikeluarkan zakatnya, adapun dasar mereka yaitu berbagai
hadits yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat. Misalnya hadits
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah

SAW bersabda;!28
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Artinya:

Bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat
pada hasil tanaman kurma dibawah lima wasagq, tidak ada zakat harta dibawah
lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor.

Nisab zakat barang tambang menurut Imam Malik, Syafi’i, Ahmad dan

kawan-kawannya, adalah sama dengan nisab emas dan perak, Sebagai landasan

127Hafidhuddin et al., Figh Zakat Indonesia, hlm. 44,
128Bukhari, Shahih Bukhdri Jilid I, him. 337.
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fikiran mereka adalah hadis-hadis tentang nisab emas dan perak, misalnya, "Di
bawah lima awagq tidak wajib zakat" dan kesepakatan ulama-ulama berbagai masa
bahwa nisab emas adalah 20 misqal.'? Apabila dikonversikan kesatuan gram yaitu
setara 85 gram emas atau setara dengan Rp. 137.785.000 jika dikonversikan kepada
mata uang rupiah sekarang.!3°

Adapun ketentuan nisab zakat barang tambang yang dikeluarkan oleh
Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar adalah bahwa nisab barang tambang sama
seperti nisab emas atau perak, yaitu setara dengan nilai 20 dinar emas, nisab zakat
barang tambang tersebut dihitung dalam lingkup satu tahun.

Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar, membatasi waktu untuk menghitung
nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, artinya adalah apabila
seseorang melakukan usaha pertambangan kemudian hasil usahanya terus-menerus
dijumlahkan sampai mencapai nisab, namun apabila belum mencapai nisab
sedangkan usahanya sudah lewat dari satu tahun, maka akumulasi nilai usaha
pertambangan dihitung mulai dari awal kembali, karena sudah lewat dari satu tahun.

Selain membatasi waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam
lingkup satu tahun, komisi fatwa MUI Kabupaten Banjar juga memperluas objek
zakat barang tambang tidak hanya emas dan perak. Semua benda yang dikeluarkan
dalam tanah selain unsur bumi tersebut, baik benda padat maupun benda cair,
seperti emas, perak, intan, batu bara, biji besi, nikel, minyak bumi dan sebagainya

semuanya termasuk kategori zakat tambang. Hal ini merupakan langkah yang

129Qardhawi, Hukum Zakat, him. 424.

139“Harga Emas Hari Ini | Logam Mulia | Gold, Silver and Precious Metal Trading
Company,” Logam Mulia, accessed February 3, 2025, https://www.logammulia.com/id/harga-
emas-hari-ini.
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progresif dalam hukum Islam karena masyarakat banjar yang identik dengan
keislaman dan fanatismenya terhadap ajaran mazhab Syafi’i.'3! Dalam ajaran
mazhab Syafi’i bahwa zakat tambang itu hanya emas dan perak, namun Komisi
Fatwa MUI Kabupaten Banjar memperluas objek zakat barang tambang tidak hanya
emas dan perak. Perluasan objek zakat ini didasari kepada pendapat mazhab
Hanabilah. Dengan demikian penulis sangat mengapresiasi terhadap fatwa yang
dikeluarkan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam memperluas objek zakat
barang tambang agar daya ekonomi umat islam menjadi lebih kuat.

Berdasarkan pemaparan tentang batasan waktu perhitungan nisab zakat
barang tambang yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar,
penulis memberikan analisa dengan beberapa sudut pandang penulis, sebagai
berikut:

1. Waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam
lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang merespons fenomena atau
persoalan yang terjadi sekarang dalam kehidupan masyarakat Banjar yang
beragama Islam khususnya, masyarakat bertanya bagaimana menghitung
nisab zakat barang tambang yang mana dalam satu eksploitasi terkadang
tidak mencapai nisab zakat barang tambang?. Untuk menjawab persoalan
hukum masyarakat tersebut maka Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar

mengeluarkan sebuah keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
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Kabupaten Banjar Nomor: 07/KEP/KF-MUI/VIIL.2023 Tentang Hukum
Zakat Pertambangan. Di dalam poin 6 dijelaskan sebagai berikut:

Nisab dihitung dalam ruang lingkup satu tahun (haulani al-haul).
Artinya Jika pada produksi pertama dari pertambangan tidak sampai
nisab, maka nilainya ditambah dengan hasil produksi kedua, ketiga dan
seterusnya sampai mencapai nisab dalam ruang lingkup satu tahun
(hauldn al-haul).

Secara esensial fatwa merupakan materi hukum islam yang

diperoleh melalui prosedur ijtihad, oleh sebab itu maka fatwa tersebut
merupakan produk ijtihad.'3?> Dalam menganalisa produk ijtihad memang

tidak benar menyandingkan fatwa dengan ijtihad yang lain karena ada

kaidah yang menyebutkan:'33

sle YU Ladn Y sl y)
Artinya:
Sebuah ijtihad tidak akan batal oleh ijtihad lain.

Namun paling tidak dengan menganalisis secara kritis kita bisa
menimbang apa saja nilai maslahat yang didapatkan ataupun sebaliknya
nilai mafsadah apa yang nantinya akan didapat.

Menurut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Banjar Nomor: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 Tentang Hukum
Zakat Pertambangan, zakat barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya
apabila mencapai nisab dalam lingkup satu tahun, nisab disini diikat dengan

kalimat “dalam lingkup satu tahun” sehingga mempunyai konsekuensi

132Syarifuddin, Ushil Figh II, him. 459.
133Maswinto, Ushul Figh Metode Istinbdth Hukum Islam, hlm. 24.
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hukum tersendiri, baik menjadi niali positif maupun negatif, oleh sebab itu

penulis akan memaparkannya dengan rinci apa saja nilai posifit dan

negatifnya, sebagai berikut:
Nilai positif yang didapat dalam menerapkan waktu penghitungan
nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, diantaranya:

a. Memudahkan muzaki dalam menghitung nilai hasil produksi barang
tambang ketika satu kali eksploitasi belum mencapai nisab, karena ketika
melakukan kegiatan pertambangan terkadang nilai hasil produksinya
tidak sampai nisab zakat barang tambang, sehingga diakumulasikan
kepada nilai hasil produksi pertambangan kedua dan seterusnya sampai
mencapai nisab zakat barang tambang, namun apabila lewat dari satu
tahun maka akumulasi itu dihitung dari awal kembali. Hal ini untuk
memudahkan menghitung nilai hasil produksi yang belum mencapai
nisab zakat barang tambang.

b. Memudahkan dalam menentukan apakah seseorang termasuk golongan
orang yang mampu melaksanakan kewajiban zakat atau tidak. Sebagai
contoh, seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan, dalam
rentang waktu satu tahun apabila nilai hasil usahanya mencapai nisab
(batas minimal harta yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakat) maka
termasuk kepada orang yang mampu melaksanakan kewajiban zakat,
begitupula sebaliknya apabila dalam waktu satu tahun nilai hasil
usahanya tidak mencapai nisab maka tergolong orang yang tidak wajib

melaksanakan kewajiban zakat. Ketentuan nisab diikat dengan lingkup
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satu tahun adalah ketentuan seseorang dikenakan atas kewajiban zakat
barang tambang.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hikmah adanya nisab zakat
karena zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas orang kaya
kepada orang miskin dan untuk berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam
dan kaum muslimin. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari
kekayaan seseorang yang mampu memikul kewajiban zakat tersebut.!3*

Sedangkan mafsadah yang didapat dalam menerapakan pembatasan
waktu perhitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun,
yaitu:

a. Ketika diterapkannya waktu perhitungan nisab zakat barang tambang
dalam lingkup satu tahun, hal ini membuka peluang untuk seseorang
penambang untuk tidak melaksanakan zakat karena ketika melakukan
kegiatan pertambangan terkadang untuk mencapai nisab zakat barang
tambang tidak mesti satu kali galian bahkan beberapa kali galian untuk
mencapai nisab tersebut, namun waktu akumulasinya dibatasi dalam
lingkup satu tahun, maka apabila lewat dari satu tahun akumulasi
dihitung dari awal kembali. Maka apabila seseorang penambang tersebut
nilai hasil produksi pertambangannya masih belum mencapai nisab dan
telah lewat satu tahun maka seorang penambang tersebut tidak dikenakan

kewajiban zakat, karena akumulasi nilai hasil produksi tambang dihitung

134Qardhawi, Hukum Zakat, hlm. 150.



96

dari awal kembali, sedangkan nilai hasil produksi pertambangan tahun
lalu tidak dikeluarkan zakatnya karena tidak mencapai nisab.

b. Ketika nisab zakat barang tambang dihitung dalam lingkup satu tahun
maka akan memberikan peluang seseorang untuk melakukan hilah atau
siasat untuk menghindar dari kewajiban zakat. Secara etimologi Ailah
diartikan sebagai suatu kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, ataupun
alasan untuk melepaskan diri dari satu beban ataupun tanggung jawab.!3>
Dalam nisab zakat barang tambang apabila dibatasi dalam lingkup satu
tahun, seseorang melakukan aktivitas pertambangan dan memperoleh
hasil dari usaha pertambangan akan tetapi nilainya belum mencapai satu
nisab, ketika hampir melewati waktu satu tahun dari awal dia bekerja,
kemudian dia istirahat dari aktivitas pertambangan dengan alasan yang
tertentu. Maka sesuai dengan ketentuan nisab zakat barang tambang
dihitung dalam lingkup satu tahun, maka apabila lewat dari satu tahun
perhitungan nisab diakumulasikan dari awal kembali. Dengan kata lain,
seseorang yang melakukan kegiatan pertambangan dapat melepaskan diri
dan menghindar dari kewajiban zakat. Peluang hilah ini muncul karena
adanya ketentuan nisab dihitung dalam lingkup satu tahun.

Melihat dari ketentuan penghitungan nisab zakat barang tambang
dihitung dalam lingkup satu tahun jika diterapkan hukumnya maka kita akan

dihadapkan kepada dua persoalan yaitu maslahat dan mafsadah yang

135Moh Imron Rosyadi, “Hilah al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam,” 4/-
Maslahah Jurnal Ilmu Syariah 12, No. 1 (2016), https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.335.
hlm. 2
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keduanya seimbang atau sama kuatnya, maka ada kaidah figih yang

menyebutkan:'3¢

Artinya:
Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Ditinjau dengan kaidah fikih diatas maka dapat disimpulkan bahwa
meninggalkan ketentuan penghitungan nisab zakat barang tambang dihitung
dalam lingkup satu tahun lebih diutamakan. Karena perintah sydri’terhadap
menghindari mafsadah lebih dikehendaki dari pada mengambil maslahat. '3
Kaidah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa
Nabi Muhammad SAW bersabda:!3*
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Artinya:

Biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian.
Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka
karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para Nabi mereka.
karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah
sebisa-bisanya, dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka
hentikanlah segera.

Idealnya adalah perhitungan nisab zakat barang tambang tidak perlu
dibatasi dalam lingkup satu tahun karena sebagaimana menurut Imam Rafi’i

yaitu, hikmah diberlakukannya nisab (batas minimal harta yang dikenakan

3Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 28

37Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz Fi Syarah al-Qowd’id al-Fighiyyah Fi Syari’ah al-
Islamiyyah (Beirut: Muassasah al-Risélah, 2001), hlm. 99.

138ImaAm Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2013), hlm. 570.
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wajib zakat) supaya dapat diketahui jumlah kekayaan yang diperoleh,
apakah dapat dikenakan zakatnya dan masa satu tahun adalah untuk dapat
diketahui apakah kekayaan mengalami pertumbuhan atau tidak.'3°
Semesestinya apabila usaha pertambangan masih berlanjut dan
penghasilannya juga masih didapat maka akan tetap diakumulasikan
penghasilannya sampai mencapai nisab walaupun lewat dari waktu satu
tahun. Karena haul (lingkup satu tahun) sebenarnya hanya untuk
mengetahui apakah usaha mengalami pertumbuhan atau tidak, mengenai
barang tambang sudah jelas bahwa barang tambang mengalami
pertumbuhan. 40

Penulis berpendapat dalam hal ini bahwa tidak perlu akumulasi nisab
zakat barang tambang dibatasi dalam lingkup satu tahun karena barang
tambang merupakan sesuatu yang sudah jelas mengalami pertumbuhan.
Namun analisa penulis memang tidak dapat membatalkan fatwa tersebut,
karena suatu ijtihad/fatwa tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad/fatwa lain,
namun paling tidak penulis dapat membandingkan serta menimbang
pendapat mana yang terkuat dan dengan fakta dan zaman modern sekarang.
. Ketentuan tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang
dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan

oleh lembaga pemberi fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar.

Fatwa tersebut adalah sebagai respons atas kasus persoalan masyarakat

139Qardhawi, Hukum Zakat, hlm. 424.
140Qardhawsi, hlm. 425.
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Banjar yang beragama Islam khususnya yang berprofesi sebagai

penambang. Kasus persoalan tersebut adalah bagaimana menghitung nisab

zakat barang tambang yang mana dalam satu eksploitasi terkadang tidak
mencapai nisab zakat barang tambang, apakah harus dijumlahkan dengan
eksploitasi berikutnya atau bagaimana?.

Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar menetapkan sebuah fatwa
melalui mekanisme ijtihad. Apabila ditinjau dari persoalan tersebut apakah
termasuk objek ijtihad atau tidak. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili dalam
kitabnya al-Wajiz menjelaskan bahwa lapangan ijtihad terbagi kepada
empat tempat:'4!

a. Nas-nas yang bersifat zhanni, baik dari segi wudiidnya ataupun
dalalahnya.

b. Nas-nas yang bersifat gath 7 gath’i dari aspek sanadnya, tetapi memiliki
daldlah zhanni. Dalam keadaan ini, seorang mujtahid melakukan ijtthhad
pada wilayah daldlahnya saja, sedang soal sanad periwayatan tidak
merupakan objek ijtihadnya.

c. Nas-nas yang bersifat gath i daldlahnya, tetapi sanad periwayatan masih
bersifat zhanni. Dalam keadaan ini, mujtahid boleh melakukan ijtihad di
wilayah sanad periwayatan, sedang daldlahnya dia tidak perlu ijtihad.

d. Kasus-kasus yang belum ditemukan jawabannya di dalam al-Qur’an,

hadis dan ijmak.

141al-Zuhaili, 41-Wajiz Fi Ushiil al-Figh, hlm. 232.
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Berdasarkan pemaparan diatas tentang ranah apa saja yang dapat
menjadi lapangan ijtihad, maka dapat disimpulkan bahwa fatwa tentang
penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun
merupakan lapangan ijtihad karena merupakan respons atas kasus/persoalan
baru yang belum ditemukan jawabannya, baik dalam al-Qur’an, hadis, giyds
dan ijmak.

3. Ketentuan hukum tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang
yang dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga pemberi fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI
Kabupaten Banjar. Fatwa tersebut adalah sebagai hukum yang menjawab
persoalan masyarakat Banjar yang beragama Islam.

Ketentuan hukum tentang waktu penghitungan nisab zakat barang
tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa. Jika
dilihat dari sudut pandang sumber hukum Islam, maka tentu saja fatwa
tersebut tidak termasuk kepada sumber hukum Islam yang utama yaitu al-
Qur’an dan hadis, melainkan termasuk ke dalam kategori ijtihad, yaitu
sumber hukum Islam setelah al-Qur’an, hadis, /jmd' dan giyds. Karena
dalam proses fatwa digunakan mekanisme ijtihad sesuai metode istinbath
hukum dalam ushiil figh.'*

Jika dilihat kedudukan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa

MUI Kab. Banjar dari sudut kerangka hukum Islam, maka fatwa ini

42Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional
Di Indonesia, him. 98.
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mengikat bagi mujtahid dan mugallid yang bersangkutan karena
keterbatasan dalam memahami hukum islam, tetapi tidak bagi yang lain.
Fatwa merupakan produk hukum Islam yang bersifat kasuistik yang
menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Oleh sebab
itu fatwa tidak memiliki daya ikat bagi masyarakat secara umum karena
fatwa merupakan hukum yang bersifat kasuistik sehingga bisa saja fatwa
ulama di suatu tempat berbeda dengan fatwa ulama di tempat lain dalam
kasus yang sama.'#

Dalam sistem hukum nasional, eksistensi fatwa tidak disebutkan
secara terang sebagai bagian dari sumber hukum materil, hal ini dapat dilihat
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukanan Peraturan Perundang-undangan, disitu tidak menyebutkan
fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak
dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan fatwa tersebut tidak memiliki
daya ikat yang memaksa.

Namun jika melihat dari sumber hukum secara formal, terdapat
enam sumber hukum formil, sebagai berikuti: undang-undang, kebiasaan,
putusan hakim (yurisprudensi), traktat, kontrak perjanjian serta doktrin
(pendapat pakar pakar/ahli hukum).'** Fatwa sebagai suatu pendapat atau

nasehat ahli hukum Islam yang disampaikan oleh para fugahd yang

tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, dan lembag lainnya.

"3 Metodologi Istinbath Dalam Penerbitan Fatwa DSN-MUI, him. 246.
144Sadikin et al., Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 14.
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Oleh sebab itu maka fatwa dapat dihubungkan dengan sumber hukum formil
dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian fatwa dapat dimasukkan ke dalam pendapat ahli
hukum. Fatwa yang merupakan pendapat hukum Islam atas suatu persoalan
dapat dijadikan suatu sumber hukum dan pertimbangan hukum bagi hakim
untuk menyelesaikan perkara yang diterimanya.!4
4. Ketentuan tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang

dibatasi dalam lingkup satu tahun merupakan sebuah produk fatwa Komisi
Fatwa MUI Kabupaten Banjar. Sebagai organ pelaksana MUI dalam
berfatwa, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar harus tunduk dan
mengikuti “Pedoman Fatwa” yang telah digariskan Majelis Ulama
Indonesia secara umum.

Sesuai dengan format fatwa yang menjadi pedoman dalam
menyusun fatwa, dalam pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia, di pasal 13 dijelaskan bahwa fatwa ditetapkan dengan standar
format sebagai berikut: !4
a. Nomor dan Tema Fatwa
b. Kalimat Basmalah.

c. Konsideran yang terdiri atas:

1) Menimbang; memuat latar belakang dan alasan serta urgensi

penetapan fatwa.

Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di
Indonesia, him. 98.

46peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: 12/Po-MUI/II/2018 Tentang
Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 13 Ayat 1-3 tentang Format Fatwa
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2) Mengingat; memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam) yang
berbentuk nas syar i, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan
terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (wajhu al-dildlah).

3) Memperhatikan; memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli
dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar
tidak boleh terlepas dari pedoman yang telah digariskan sebagai pedoman
penetapan fatwa oleh Majlis Ulama Indonesia, berdasarkan temuan penulis
terkait format fatwa tentang hukum zakat pertambangan yang ditetapkan
oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar terdapat beberapa format yang
ditinggalkan atau diabaikan, yaitu:

a. Kalimat Basmalah

Dalam menetapkan fatwa seharusnya dimulai dengan kalimat
basmalah, namun dalam menetapkan keputusan Komisi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VI1.2023
Tentang Hukum Zakat Pertambangan ini tidak dibuka dengan kalimat
basmalah.

b. Konsideran Fatwa

Konsideran fatwa merupakan suatu pertimbangan yang menjadi
dasar penetapan keputusan fatwa, ada 3 (tiga) unsur dalam konsideran
fatwa, yaitu:

1) Menimbang; memuat latar belakang dan alasan serta urgensi

penetapan fatwa.
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2) Mengingat; memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam) yang
berbentuk nas syar i, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan
terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (wajhu al-dilalah).

3) Memperhatikan; memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli
dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

Berdasarkan format konsideran fatwa dalam menetapkan keputusan
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor:
07/Kep/Kf-Mui/VII1.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan ini tidak
sesuai dengan pedoman yang telah digariskan Majelis Ulama Indonesia.
Karena dalam format konsideran fatwa, dalam hal “memperhatikan’ tidak
hanya memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain
yang mendukung penetapan fatwa, tetapi juga memuat nas al-Qur’an dan
hadis, padahal semestinya tidak dimuat dalam hal “memperhatikan”.
Seharusnya dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam) yang berbentuk nas
syar’i itu tidak dimuat disitu, melainkan dalam hal “mengingat”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan
keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar
Nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VI1.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan,
Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar terkesan mengabaikan format standar

yang telah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia.
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B. Analisis Kritis Dasar Hukum Komisi Fatwa Dalam Menentukan Waktu

Penghitungan Nisab Zakat Pertambangan

Ketentuan terikait waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang
dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga pemberi fatwa yaitu Komis Fatwa MUI Kabupaten Banjar. fatwa tersebut
membatasi waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu
tahun, hal ini merupakan suatu hukum yang merespons persoalan masyarakat

khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Banjar.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu anggota komisi fatwa MUI
Kabupaten Banjar, bahwa ketentuan tersebut muncul karena ada pertanyaan
masyarakat terkait hukum zakat pertambangan, sehingga Komisi Fatwa MUI
Kabupaten Banjar perlu untuk merespons persoalan masyarakat tersebut dengan

mengeluarkan sebuah fatwa tentang hukum zakat pertambangan.'4’

Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam merespons persoalan
keagaaman yang dihadapai masyarakat yaitu dengan memberikan fatwa. Fatwa
merupakan penjelasan hukum syara’ dalam permasalah tertentu sebagai jawaban
terhadap pihak lain yang bertanya, baik pihak penanya identitasnya diketahui atau
tidak, baik dari individu maupun kelompok.'*® Fatwa juga adalah proses

penyebaran ajaran agama atas realita yang sedang berlangsung di kehidupan

“7TWawancara dengan Guru Zaki, anggota komisi fatwa MUI Kab. Banjar, pada tanggal 31
Mei 2024, pukul 17.50 Wita
148Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, him. 05.
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masyarakat yang kemudian menuntut dua bentuk kepakaran atau keahlian yaitu

keahlian memahami ajaran agama dan keahlian dalam memahami realita.'

Dalam menetapkan sebuah fatwa terhadap persoalaan di masa sekarang,
terkadang persoalan tersebut sudah ada jawaban atau hukumnya, baik terdapat di
dalam nas-nas syar’i, ataupun ijmak. Apabila tidak ditemukannya jawaban atas
persoalaan tersebut, baik di dalam nas-nas syar’i, ataupun ijmak maka langkah
terakhir yaitu harus melalui mekanisme ijtthad. Adapun mengenai persoaalan
tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang merupakan persoalan
yang tidak dijelaskan secara rinci oleh al-Qur’an, hadis atau ijmak. Karena
persoalan tersebut tidak ditemukan jawabannya di dalam al-Qur’an, hadis atau

ijmak maka hal tersebut merupakan objek ijtihad.'>°

Secara Istilah, Ijtihad merupakan upaya pengerahan seluruh kemampuan
untuk melakukan istinbath hukum dari dalil syara’ dengan kaidah-kaidah khusus,
orang yang dapat melakukan istinbath yaitu orang yang ahli di bidang ilmu al-quran
dan al-sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang magdshid syariah (tujuan-
tujuan hukum islam), dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan ilmu

bahasa Arab. 13!

Dalam menemukan sebuah hukum, ada langkah-langkah yang harus

ditempuh seorang mujtahid dalam istinbath hukum.!>?

““Misbahuddin, Ushiil Figh II (Makassar: Alauddin Press, 2015), hlm. 157.
0B ffendi, Ushiil Figh, hlm. 229.

1S\BAdis, Mabadi’ al-Ushil, hlm. 51.

152Qyarifuddin, Ushil Figh I, hlm. 303-304.



107

1. Langkah pertama yang harus dilakukan mujtahid adalah merujuk pada al-
Qur’an. Bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum atau global, maka
seorang mujtahid harus mencari penjelasannya, baik dalam bentuk lafaz
khas yang akan mentakhsiskan; lafaz mugayyad yang menjelaskan
kemutlakkannya; garinah yang akan menjelaskan maksudnya.

2. Kalau tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur’an, maka langkah
berikutnya, yaitu merujuk kepada hadis Nabi. Terlebih dahulu mencari hadis
yang mutawadtir, kemudian dari hadis yang tingkat keshahihannya berada di
bawah mutawatir. Bila tidak menemukan dari yang tersurat dalam lafaz
hadis, mujtahid mencarinya dari apa yang tersirat di balik lafaz itu.

3. Langkah berikutnya, mencari jawabannya dari kesepakatan ulama dari
sahabat. Bila dari sini ditemukan hukum, maka ia menetapkan hukum
menurut apa yang telah disepakati ulama dari sahabat tersebut.

4. Bila tidak ada kesepakatan ulama dari sahabat tentang hukum yang
dicarinya, maka langkah selanjutnya yaitu menggunakan segenap
kemampuan dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah
SWT yang diyakini adanya, kemudian dirumuskan dalam formulasi hukum
yang kemudian disebut figh, langkah ini yang disebut langkah ijtihad.

Berdasarkan langkah-langkah dalam mengistinbathkan hukum, Komisi
Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menetapkan waktu penghitungan nisab
zakat barang tambang berdasarkan analisa penulis sudah sesuai dengan langkah-
langkah istinbdth hukum. Karena mereka mengikuti pedoman penetapan fatwa

yang telah digariskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam pedoman penetapan
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fatwa Majelis Ulama Indonesia, terdapat tiga pendekatan yang dipergunakan
oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam memberikan fatwa yaitu
pendekatan nas gath i, qauli, dan manhdji.'>
1. pendekatan nas gath’i
Merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan sebuah hukum dengan
berpegang kepada nas al-Qur’an atau hadis, apabila tidak ditemukan nas
yang dapat menjawab persoalan tertentu, maka langkah berikutnya yaitu
dengan melakukan pendekatan gauli.
2. pendekatan gauli
Yaitu dilakukan dengan cara merujuk kepada agwal ulama yang terdapat
dalam kitab-kitab yang mu tabar.
3. pendekatan manhdji
Yaitu dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang
telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu apabila kedua pendekatan

tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Ketentuan tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang
dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga pemberi fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar. Fatwa
tersebut membatasi waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup
satu tahun, ketentuan penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu

tahun merupakan suatu hukum baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya,

153Sodikin, Figh Ushul Figh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indoneisa,
hlm. 281-282.
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baik di dalam al-Qur’an, hadis, dan ijmak, lantas pertimbangan apa yang menjadi
dasar penetapan waktu penghitungan nisbah zakat barang tambang dibatasi dalam

lingkup satu tahun?.

Adapun pertimbangan mereka menentukan batas lingkup satu tahun dalam
menghitung nisab zakat barang tambang yaitu berdasarkan mashlahah mursalah

dan pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Figh al-Zakat.!>*

1. Mashlahah sebagai dalil dalam penetapan waktu penghitungan nisab zakat
pertambangan dalam lingkup satu tahun adalah karena:

a. Memudahkan dalam menghitung nilai produksi barang tambang yang
hasilnya belum mencapai nisab zakat dengan dibatasinya dalam lingkup
satu tahun. maka apabila lewat dari satu tahun berjalannya usaha
sedangkan nilai hasil usaha pertambangan belum mencapai nisab zakat
barang tambang, maka tidak dikenakan atas kewajiban zakat.

b. Memudahkan dalam menentukan apakah seseorang tergolong orang
yang mampu atau tidak dalam melaksanakan kewajiban zakat, karena
sampai atau tidaknya nilai hasil produksi zakat tambang dalam lingkup
satu tahun merupakan syarat yang mewajibkan seseorang untuk
membayar zakat. Maka apabila usaha produksi pertambangannya lewat
dari satu tahun sedangkan nilai hasil produksinya belum mencapai nisab
maka tidak dikenakan zakat, dan akumulasinya dihitung dari awal

kembali. Hal ini merupakan keringanan bagi pekerja tambang, karena

I5%Wawancara dengan Guru Zaki, anggota komisi fatwa MUI Kab. Banjar, pada tanggal 31
Mei 2024, pukul 17.50 Wita.
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dalam rentang waktu satu tahun nilai hasil produksinya tidak mencapai
nisab, maka tidak dibebankan kewajiban zakat barang tambang.

2. Pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Figh al-Zakadh yang menjadi
dasar rujukan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menetapkan
Akumulasi nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun, berikut
pendapat beliau: >3
sl 2l (3 by OF Sual s i Lad liadl Dlsl gne s
Saall o ikl OF il &8 2 U] L iz Slabs Al L L Ll

ey Mol 3155 (3 ol U1 Ll e s W Jly 13
-l g gl Bl B U ST ams ] Ly Lot o 3 sl (S
Jolsis Joall @l O carde Jgad) 5 Quall joeb 9 Ll 5 Jasll ] o Ligy
opf o pam ad 325 b (Sl & am gl bl by Yy el ed W)
oSl Y Jaall wlaiil Oy bl B LS 5 oné U] aed g
Bl O an ] e S o ¢ 23 i dode ol Julddl (o ST 4T
plail g 2T e T 5T 0aall jogb o Wb o5l 3> U] JUis W wlasil

S5

Adapun penjelasan tentang pendapat Yusuf Qardhawi diatas, penulis
sajikan dari buku beliau yang telah diterjemahkan oleh Salman Harun dkk.,
berikut terjemahannya.!>%

Pengertian cukup satu nisab jumlah barang tambang yang diperoleh,
bukanlah berarti bahwa cukup satu nisab itu sekali. penemuan, tetapi
diperoleh berkali-kali dan terus dijumlahkan. Hal itu oleh karena
penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali, sama dengan
akumulasi buahan yang sudah kita terangkan zakatnya dalam bab "Zakat
Hasil Pertanian".

155Qardhawi, Figh Al-Zakdh, hlm. 448.
156Qardhawi, Hukum Zakat, hlm. 424-425.
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Perhitungan tepat banyak buahan terjadi biasanya setelah setahun
atau setelah satu musim panen. Tetapi dalam hal logam mulia ini, hal itu
tergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar
yang diperoleh. Bila usaha-usaha dilakukan terus menerus dan
pendapatan didapatkan, barulah pendapatan itu bisa terkumpul. Dalam
hal ini tldak perlu diperhatikan apakah pendapatan itu masih tetap berada
di tangan atau tidak. Bila ia sudah menjualnya atau lainnya,
pengakumulasian itu .tetap berlaku sampai semua cukup senisab. Bila
usaha berhenti karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena harus
memperbaiki alat-alat, orangnya sakit atau pergi jauh, hal itu tidak
mempengaruhi akumulasi. Kecuali apabila usahanya itu terputus karena
berpindah usaha ke bidang lain karena merasa tidak akan mungkin
menemukan logam lagi, atau sebab-sebab lain, maka hal itu memang
mernpengaruhi akumulasi.

Selanjutnya penulis akan menganailis secara kritis dasar pertimbangan
Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar menetapkan waktu penghitungan nisab zakat

barang tambang dalam lingkup satu tahun, berikut pemaparannya:

1. Mashlahah sebagai dasar pertimbangan menetapkan waktu penghitungan
nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun.

Dalam menetapkan hukum islam, ada metode-metode yang
dipergunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu
persoalan, metode tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu
metode yang disepakati penerapannya oleh semua kalangan ulama (ahli
ushul dan fugaha) dan metode yang diperdebatkan penerapannya di
kalangan ulama. Metode yang disepakati penerapannya yaitu ijmak dan
kias, sedangkan metode yang diperdebatkan di kalangan ulama diantaranya
yaitu istihsan, istishhab, ‘urf, sadd al-dzari’ah dan mashlahah mursalah.

Dalam menetapkan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang

dalam lingkup satu tahun, Komis Fatwa MUI Kabupaten Banjar
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menggunakan metode mashlahah, mashlahah (i~l=s) berasal dari kata
shalaha (7<) yang artinya baik, Pengertian mashlahah dalam bahasa arab
yaitu suatu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia,
sedangkan secara terminologi syara’ mashlahah adalah sesuatu yang
dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan
menghindarkan keburukan manusia dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam
menetapkan hukum. !>’

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum,
mashlahah ada tiga macam, yaitu: mashlahah dharuriyah, mashlahah
hdjiyah, dan mashlahah tahsiniya:'>®
a. Mashlahah dhaririyah adalah kemaslahatan primer yang keberadaannya

sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia
tidak punya arti apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. lima
prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu memelihara: agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta.

b. Mashlahah hajiyah adalah kemaslahatan skunder yang tingkat kebutuhan
hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dhariiri. Bentuk
kemaslahatannya tidak secara langsung berdampak bagi pemenuhan
kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah
sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan

kebutuhan hidup manusia.

157Syarifuddin, Ushil Figh II, him. 345,
158 Syarifuddin, hlm. 348-349.
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c. Mashldhah tahsiniyah adalah mashlahah tersier yang kebutuhan hidup
manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai
tingkat hdjiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka
memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Jika ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan
hukum, maka dibatasinya penghitungan nisab zakat barang tambang dalam
lingkup satu tahun termasuk kepada mashlahah hdjiyah, karena tidak secara
langsung berdampak pada aspek harta. Seandainya tidak dibatasi
penghitungannya dalam lingkup satu tahun juga tidak terlalu memberatkan
seseorang dalam kegiatan usaha pertambangan dalam rentang waktu satu
tahun, yang mana nilai hasil usaha pertambangannya tidak mencapai nisab
zakat barang tambang.

Dari segi adanya keserasian yang dianggap baik oleh akal dengan
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, mashlahah terbagi kepada tiga
macam;: >
a. Mashlahah al-Mu tabarah, yaitu mashlahah yang diperhitungkan oleh

syara’. Maksdunya ada penjelasan dari syara’ bahwa ada mashlahah
yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum, baik langsung maupun
tidak langsung.

b. Mashldhah al-Mulghah, atau mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah
yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara’ namun

ada dalil syara’ yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya

139Syarifuddin, him. 351-354.
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baik dan sejalan dengan tujuan syara’, namun ternyata syara’
menetapkan hukum pada hal tersebut berbeda dengan apa yang dituntut
oleh mashlahah itu.

c. Mashlahah al-Mursalah, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal
sehat, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum; namun
tidak ada dalil syara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula dalil
syara’ yang menolaknya.

Dengan demikian, jika ditinjau dari segi kesesuaian yang dianggap
baik oleh akal dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, maka dapat
disimpulkan bahwa pembatasan penghitungan nisab zakat barang tambang
dalam lingkup satu tahun termasuk kepada mashlahah al-mursalah, karena
secara rasional dibatasinya penghitungan nisbah zakat barang tambang
dalam lingkup satu tahun untuk memudahkan penghitungan nisab yang nilai
hasil produksinya belum mencapai nisab zakat barang tambang serta
meringankan seseorang penambang yang nilai hasil produksinya belum
mencapai nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun sehingga
tidak dikenakan kewajiban zakat. Hal itu juga sejalan dengan hikmah
adanya ketentuan haul yaitu untuk melihat apakah usaha produksi
pertambangannya mengalami pertumbuhan atau tidak, namun tidak ada
dalil yang memperhatikannya dan tidak ada juga yang membatalkannya.

Namun ada syarat penting yang harus dipenuhi agar mashlahah
mursalah dapat dijadikan metode dalam menetapkan hukum Islam, serta

dengan terpenuhinya syarat tersbut agar terhindar dari peluang untuk
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mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan hukum Islam. Abdul Wahhab

Khalaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan mashlahah

mursalah, yaitu:'°

a. Mashlahah mursalah itu merupakan mashlahah yang hakiki dan bersifat
umum, maksdunya dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal tersebut
betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan
mafsadah terhadap manusia secara umum, bukan perorangan. Mashlahah
hakiki juga berarti sesuatu yang benar-benar akan mendatangkan
kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka
dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat
kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.!'®!

b. Mashlahah yang dinilai akal sehat secara hakiki itu betul-betul telah
sejalan dengan maksud syara’ dalam menetapkan setiap hukum, yaitu
mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.

c. Mashlahah yang dinilai akal sehat secara hakiki dan telah sejalan dengan
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan
dalil syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk nas al-Qur’an dan hadis,
maupun ijmd’ ulama terdahulu.

d. Mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan,

yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka

umat akan berada dalam kesulitan, dengan arti harus ditempuh dengan

10K halaf, Ilmu Ushil Fikih, him. 101.
161Effendi, Ushiil Figh, hlm. 139.
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hal yang dianggap mashlahah tersebut untuk menghindari dari
kesulitan.'6?

Ditinjau dengan syarat-syarat agar mashlahah mursalah dapat
dijadikan metode dalam menetapkan hukum Islam, maka mashlahah yang
dijadikan dasar oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam
menentukan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun menurut
analisa penulis tidak sesuai karena syarat pertama mashlahah mursalah itu
adalah harus mashlahah yang hakiki yang tidak bersifat wahmiyah
(sangkaan).

Dibatasinya penghitungan nisbah zakat barang tambang dalam
lingkup satu tahun yaitu untuk memudahkan penghitungan nisab yang nilai
hasil produksinya belum mencapai nisab zakat barang tambang serta
meringankan seseorang penambang yang nilai hasil produksinya belum
mencapai nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun sehingga
tidak dikenakan kewajiban zakat. Namun tidak mempertimbangkan dampak
yang muncul dari pembatasan penghitungan nisbah zakat barang tambang
dalam lingkup satu tahun yaitu peluang seseorang penambang untuk tidak
melaksanakan zakat dan terbukanya peluang hilah untuk menghindari
kewajiban zakat. Seandainya tidak dibatasi penghitungannya dalam lingkup
satu tahun maka peluang hilah tidak terbuka.

Dengan demikian, mashlahah yang hanya berlandaskan sangkaan

belaka tidak dapat dijadikan sumber otoritatif dalam kebijakan hukum.

192Gyarifuddin, Ushil Figh II, him. 360.
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karena klaim kemaslahatan tidak dibuat secara sembarangan tanpa analisa

yang mendalam, teliti dan komprehensip atas berbagai hal yang akan

ditimbulkannya.'6?

. Pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Figh al-Zakah sebagai dasar

dalam menetapkan penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup
Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menetapkan sebuah
fatwa tidak melepaskan diri dari “Pedoman Fatwa” yang telah digariskan
Majelis Ulama Indonesia secara umum. Berdasarkan peraturan Organisasi
Majelis Ulama Indonesia nomor: 12/Po-Mui/li/2018 tentang Pedoman
Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terdapat tiga pendekatan yang
dipergunakan oleh Komisi Fatwa dalam menetapkan sebuah fatwa yaitu
pendekatan nas gath i, gauli, dan manhdji, berikut penjelasannya: !4
a. pendekatan nas gath i, merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan
sebuah hukum dengan berpegang kepada nas al-Qur’an atau hadis,
apabila tidak ditemukan nas yang dapat menjawab persoalan tertentu,
maka langkah berikutnya yaitu dengan melakukan pendekatan gauli.
b. pendekatan gauli yang dilakukan dengan cara merujuk kepada agwal
ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang mu tabar. apabila tidak

ditemukan pendapat ulama yang dapat menjawab persoalan tertentu,

maka langkah berikutnya yaitu dengan melakukan pendekatan manhaji.

262.

163Muhammad Noor Harisudin, //mu Ushiil Figih (Malang: Instrans Publishing, 2020), hlm.

1%4Sodikin, Figh Ushul Figh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indoneisa,

hlm. 281-282.
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c. pendekatan manhdji dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti
metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu
apabila kedua pendekatan di atas tidak dapat menyelesaikan persoalan
yang dihadapi.

Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menentukan
penghitungan nisbah zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun
mengacu kepada pendapat Yusuf Qardhawi tentang masa penghitungan
nisbah zakat barang tambang. Dengan demikian komisi fatwa menggunaka
pendekatan qauli dalam menetapkan waktu penghitungan nisab zakat
barang tambang.

Menurut Yusuf Qardhawi tentang waktu penghitungan nisbah zakat
barang tambang dalam kitabnya Figh al-Zakah, menjelaskan:'®
sl 2l (3 Jle OF Suall s i Lad liadl DlRsl gae s
el o el O clled 3 any U] Lpwany iz by b by bl

ey ol 3155 (3 ol I Ll e s W Jly 13
C»\)ﬁyjis.x}\jmﬁu;u@ Al an L o @ bl (S
Jolsis Joall @l O carde Jgad) 5 Quall joeb 9 Ll 5 Jasll ] o Ligy

(o)l e

Artinya:

Pengertian cukup satu nisab jumlah barang tambang yang diperoleh,
bukanlah berarti bahwa cukup satu nisab itu sekali. penemuan, tetapi
diperoleh berkali-kali dan terus dijumlahkan. Hal itu oleh karena
penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali, sama dengan
akumulasi buahan yang sudah kita terangkan zakatnya dalam bab "Zakat
Hasil Pertanian.

Perhitungan tepat banyak buahan terjadi biasanya setelah setahun
atau setelah satu musim panen. Tetapi dalam hal logam mulia ini, hal itu

165Qardhawi, Figh Al-Zakéh, hlm. 448.
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tergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar
yang diperoleh. Bila usaha-usaha dilakukan terus menerus dan
pendapatan didapatkan, barulah pendapatan itu bisa terkumpul. 16

Jika kita telaah pendapat Yusuf Qardhawi di atas tentang waktu
penghitungan nisab zakat barang tambang maka dapat kita fahami bahwa
penghitungan yang tepat dalam akumulasi nilai hasil produksi barang
tambang itu bergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia,
dan besar yang diperoleh, pengakumulasian itu tetap berlanjut sampai
mencapai nisab. Tidak ada pernyataan bahwa penghitungan nisbah zakat
barang tambang dalam lingkup satu tahun,

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas maka dapat
disimpulkan bahwa Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam
memahami pendapat Yusuf Qardhawi yang dijadikan dasar dalam
pembatasan penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu
tahum tidak sesuai dengan subtansinya karena Yusuf Qardhawi menyatakan
bahwa penghitungan yang tepat dalam akumulasi nilai hasil produksi barang
tambang itu bergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia,
dan besar yang diperoleh. Maka apabila usaha produksi pertambangan
dilakukan terus menerus dan pendapatan juga didapatkan, maka pendapatan
itu harus dikumpulkan. Oleh sebab itu maka tidak relevan pendapat Yusuf
Qardhawi sebagai dasar hukum menetapkan penghitungan nisab zakat

barang tambang dalam lingkup satu tahun.

166Qardhawi, Hukum Zakat, hlm. 424-425.
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Langkah yang harus ditempuh ketika pendekatan nas gath’i dan
qauli tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi, maka pendekatan
manhdji merupakan langkah yang tepat untuk menjawab persoalaan terkait
waktu penghitungan nisab zakat barang tambang, dilakukan dengan cara
berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para
ulama ushiil figh terdahulu.

Namun Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam membatasi
waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun
tidak memberikan nilai maslahat yang begitu besar. Dengan kata lain,
penulis berpendapat bahwa ketentuan penghitungan nisab zakat
pertambangan dalam lingkup satu tahun seharusnya dihapus karena
berbenturan dengan implikasi yang membuat potensi seseorang penggali
atau penambang tidak mengeluarkan zakat dan potensi terbukanya
seseorang melakukan hilah untuk menghindari kewajiban zakat. Selain itu
dari aspek yang menjadi dasar hukum dalam pertimbangannya membatasi
penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun tidak
relevan dengan subtansi aslinya, yaitu pendapat Yusuf Qardhawi, beliau
berpendapat bahwa dalam menghitung nisab zakat pertambangan ada empat
hal yang perlu diperhatikan yaitu usaha, pendapatan, adanya logam mulia,
dan besar yang diperoleh.

Oleh sebab itu maka dengan kerendahan hati penulis memberikan
pandangan bahwa waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam

lingkup satu tahun itu seharusnya dihapus, dengan kata lain penghitungan
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nisab zakat pertambangan itu terus menerus sampai nisab zakat
pertambangan telah tercapai dan tidak perlu dibatasi dengan waktu satu
tahun. Karena menurut Yusuf Qardhawi, dalam menghitung nisab zakat
pertambangan ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu usaha,
pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh.

Bahkan diakhir penjelasan Yusuf Qardhawi memberikan sikap
pernyataan tafwid kepada ahlinya tentang kasus apabila usaha
pertambangan masih berlanjut tetapi pendapatannya belum didapatkan,
karena logam mulia itu habis beberapa saat namun kemudian muncul lagi.
Beliau menyerahkan persoalaan ini kepada ahlinya yang dapat menilai
apakah di lokasi tersebut masih ada logam mulia atau tidak, sesuai dengan

pentunjuk Allah SWT dalam Q.S. al-Nahl/16: 7.1¢7
D32l ¥ 8y S0 48t gk 2 g Vs, ) BB 2 s g

Artinya:

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan
laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada
orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

167Qardhawi, Figh Al-Zakdh, hlm. 448.



